a Besar yang memeriksa dan mengadili
ama dalam sidang Majelis Hakim telah
ut dalam perkara Cerai Talak antara:

gama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
a, tempat kediaman di [ G
Kecamatan Unter Iwes Kabupaten
Sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

Or 26 tahun, agama lIslam, pendidikan D3, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman di || | |
B  <ccamatan  Moyo Hulu  Kabupaten

Sumbawa, sebagai Termohon konvensi / Penggugat
rekonvensi;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat

bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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dengan surat permohonannya
h mengajukan permohonan Cerai Talak,

gadilan Agama Sumbawa Besar dengan

Dleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

oyo Hulu Kabupaten Sumbawa Nomor

rumah sendiri selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak
bernama : Anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohonmulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Sering pulang ke rumah orang tua tanpa seijin suami;

b. Sering membohongi suami dan sering melawan suami;
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hubungan rumah tangga Pemohon dengan
ggal 27 Juni 2018 yang akibatnya antara
@lah pisah rumah selama 5 bulan.

ersebut rumah tangga antara Pemohon
apat dibina dengan baik sehingga tujuan
umah tangga yang sakinah, mawaddah
lipertahankan lagi dan karenanya agar
elanggar norma hukum dan norma agama
n alternatif terakhir bagi Pemohon untuk
an Pemohon dan Termohon;

mbayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;
an/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

; Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalii Pemohon seluruhnya, kecuali

yang secara tegas diakui;

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2016 Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu
Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Nomor
0029/003/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

3. Bahwa tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah sendiri selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tetapi tinggal di

rumah orang tua Pemohon;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

ahun 2018 ketentraman rumah tangga
mulai tidak harmonis dengan adanya
dengan Termohon yang terus menerus
agi. Tetapi perselisihan antara Termohon
kan dengan Pemohon;

puncak keretakan hubungan rumah tangga
giohon tersebut sejak tanggal 27 Juni 2018 yang
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5
Perginya Termohon dari rumah mertua diantar oleh
Pemohon ke rumah orang tua Termohon. Dikarenakan mertua sudah
tidak mau tinggal dengan Termohon lagi;

7. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa
dipertahankan lagi, keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis
jika Pemohon sadar dan bisa menghargai Termohon sebagai istri. Dan
mau membina rumah tangga lagi bersama Termohon di rumah yang
hanya dihuni oleh Pemohon dan Termohon beserta anak;

8. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Termohon
ingin mendidik serta mengasuh seorang anak dari hasil perkawinan
Pemohon dan Termohon, Termohon khawatir tentang perkembangan fisik

dan psikologi jika diasuh oleh Pemohon (Ayah kandungnya) karena anak
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1,3 tahun (satu tahun tiga bulan) dan
gbrang lbu serta Air Susu Ibu (ASI);

nah dan nafkah anak menjadi tanggung
t dewasa;

apa yang terurai di atas, Termohon

kiranya Pengadilan Agama Sumbawa

Mefyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan
Termohon;
4.  Mengembalikan seluruh barang serahan dan Mahar kepada
Termohon;
5. Mengembalikan semua tabungan Termohon selama menjadi
istri sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada
Termohon mulai 27 Juni 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) per bulan sampai jatuhnya talak;
7.  Menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah kepada

Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
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ohon untuk memberikan nafkah kepada anak
atu juta rupiah) setiap bulan sampai anak

semua kebutuhan sekolahnya, bila anak

selaku Pemohon mulai tidak rukun dikarenakan Termohon sudah tidak
lagi menjalanjan sebagai seorang istri diantaranya :

- Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin saya;

- Kalau pulang kerumah orang tuanya dia tidak pernah

memberitahukan saya / pergi secara diam-diam;

- Sering saya nasehati justru dia sering melawan;
3. Bahwa dalam hal ini rumah tangga saya selaku Pemohon tidak bisa
dipertahankan lagi dikarenakan kita sudah tidak sepaham lagi dalam
membina keluarga yang lebih baik terutama setelah dia tidak memenuhi
janji dan komitmen yang pernah kita sepakati kedua belah pihak dan

keluarga bahwa dia akan tinggal bersama saya dan kedua orang tua
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endiri untuk menginap selama 2 malam,
ermohon untuk pulang kembali kerumah
g¢funtuk ikut pulang. Sudah seringkali saya
dia tetap menolak;

saya selalu memenuhi kebutuhan anak dan

Maka melalui kesempatan ini saya selaku Pemohon dengan hormat
meminta kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk segera
memutuskan :

1. Menyatakan putusnya perkawinan antara saya selaku
Pemohon dan Termohon dengan surat permohonan Pemohon kepada
Pengadilan Agama pada (poin 2);

2. Saya selaku Pemohon mengajukan hak asuh anak bersama
walaupun anak ikut dan tinggal bersama Termohon tanpa
menghilangkan hak saya sebagai Ayah biologis dari anak tersebut;

3. Saya bersedia menyerahkan seserahan dan mahar kepada

Termohon (permohonan Termohon poin 4);
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ohon menolak mengembalikan tabungan
000.000,- (enam juta rupiah) dikarenakan itu
A idari hasil kerja bersama dan itupun berupa
ng (permohonan Termohon pada poin 5);

n menolak memberikan nafkah kepada
Juni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
ak dikarenakan setiap bulan saya tetap

lahiriyah kepada anak saya dan Termohon

dikarenakan kasih sayang seorang ayah tidak dapat ditentukan
dengan sejumlah uang dll, saya akan bertanggung jawab penuh untuk
apa yang akan menjadi kebutuhan anak saya tersebut (pernyataan
poin 8);

7. Kaitan dengan uang iddah dan biaya perkara saya serahkan
sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan

sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik

secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;
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pernah ada selisih paham dengan suami saya selaku Pemohon,

melainkan selisih paham terjadi antara orang tua suami saya dengan
saya selaku Termohon. Diantaranya beliau sudah tidak mau tinggal lagi
dengan saya;

4. Bahwa memang benar pernyataan Pemohon pada poin 4, akan tetapi
bukannya saya menolak untuk ikut bersama suami, saya telah
menyatakan sebelumnya saya akan ikut bersama suami saya, apabila
saya di bawa pulang kerumah yang bukan bersama dengan orang tua
suami saya. Dikarenakan alasan yang telah dijelaskan pada pernyataan

yang sebelumnya pada poin ke 3;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 10
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



ah Agung Republik Indonesia

ang dinyatakan Pemohon memberi saya uang
ga ratus ribu rupiah) dan beras 9 kg per
bkaian untuk anaknya beberapa kali dalam

semua tidak dapat memenuhi semua

saya selaku Termohon, dengan hormat

Agama Sumbawa Besar untuk segera
nya perkawinan antara Pemohon dan

hak asuh anak berada dalam kekuasaan
oh aif tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon
- kandung dari Anak Pemohon dan Termohonuntuk
bertemu tetapi dalam pengawasan Termohon selaku Ibu kandungnya;

3. Meminta mengembalikan uang tabungan Termohon sebesar Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah) yang merupakan nafkah suami kepada
istri. Uang tersebut di tabung Termohon dari hasil panen dari tahun
2016 sampai 2018;

Satu kali panen sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Rp 5.000.000,- telah dipakai untuk keperluan bersama;

Rp 1.000.000,- saya tabung sebagai nafkahnya suami kepada istri;

4. Meminta agar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon
dari tanggal 27 Juni 2018 sampai jatuhnya talak sebesar Rp

1.000.000,- (satu juta rupiah);
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Disclaimer

Tanda Penduduk dengan NIK.
s nama Pemohon(Pemohon) yang
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
gibawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
gan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
p, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua
iajelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/003/V/2016 tanggal
18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua
Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Slip Gaji periode Januari 2019 atas hama
Pemohon(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Admin PT. Sumber

Rejeki Power (SRP) di JI. Lintas Sumbawa-Lunyuk km 6, Kecamatan

Unter lwes Sumbawa — NTB. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
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ya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
z&gellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua
af dan diberi kode P.3 (bukti P.3) ;

angan Bersama tertanggal 09 Februari
bh  Ketua Arisan keluarga Desa Boak
bupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut
)gokkan dengan aslinya, ternyata sesuai
eterai cukup, dinazegellen pejabat pos,

elis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4

: Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
an Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.001
Desa Boak Kecamatan Unter lwes Kabupaten Sumbawa, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi
tetangga Pemohon,;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami

istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama Anak Pemohon dan Termohonumur kurang lebih 1

tahun ;
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n tidak harmonis lagi, Pemohon dan

mengetahui secara pasti penyebab
Termohon;

mengetahui Termohon sering pulang

[ i Termohon pulang minta pulang kerumah
/ bermalam selama 2 (dua) malam, namun

‘-iﬁj‘j rmohon tidak kembali lagi;

:/ PEmohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat
sjoF rang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, dan Termohon
juga tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Swasta di
PT Sumber Rejeki Power (PLTD);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon
tiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Batu
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Wes, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah

g pada pokoknya sebagai berikut :

tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan
Termohon sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab
pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Termohon sering pulang
kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat
tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Pemohon tinggal dirumah orang tuanya, dan Termohon

juga tinggal dirumah orang tuanya;
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pisah tempat tinggal Pemohon masih
ng saat ini diasuh Termohon ;

ekerja sebagai karyawan PLTD di PT
Pemohon dan Termohon menikah;

engetahui berapa penghasilan Pemohon

engantar beras kepada Termohon untuk
ohon sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
arga telah berusaha menasehati Pemohon

fikun kembali, namun tidak berhasil;

Sterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon dan

Q;‘jldak keberatan dan menerimanya;
.

fthya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang
pada pokoknya Pemohon tetap permohonannya dan mohon perkaranya
segera diputus, sebagaimana terurai dalam Kesimpulan Pemohon tertanggal

23 Februari 2019, dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang
pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya sebagaimana terurai
dalam Kesimpulan Termohon tertanggal 21 Februari 2019, dalam berita

acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

DALAM REKONVENSI
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in formulasi tuntutan tersebut oleh Majelis
gatan rekonvensi, karena itu, dalam hal
dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan
ebagai Tergugat rekonvensi;
@flapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara
tertulis pada pokoknya tuntutan Penggugat sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Tergugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana dimaksud dalam akad nikah No. 0029/003/V/2016;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Penggugat ;
4. Mengembalikan seluruh barang serahan dan Mahar kepada
Penggugat;
5. Mengembalikan semua tabungan Penggugat selama menjadi istri

sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
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dntuk memberikan nafkah kepada Penggugat

p 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan

uk memberikan uang iddah kepada
DOO,- (tiga juta rupiah);

emberikan nafkah kepada anak sebesar
) setiap bulan sampai anak dewasa dan

sekolahnya, bila anak sudah masuk

sebagai Ayah biologis dari anak tersebut;

2. Tergugat bersedia menyerahkan seserahan dan mahar kepada
Penggugat (tuntutan Penggugat poin 4);

3. Tergugat menolak mengembalikan tabungan Penggugat sebesar Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah) dikarenakan itu merupakan harta bersama
dari hasil kerja bersama dan itupun berupa uang arisan dan bentuk
hutang (tuntutan Penggugat pada poin 5);

4. Tergugat menolak memberikan nafkah kepada Penggugat mulai
tanggal 27 Juni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai
jatuhnya talak dikarenakan setiap bulan Tergugat tetap memberikan

nafkah secara lahiriyah kepada anak Tergugat dan Penggugat pada saat

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah Agung Republik Indonesia

Halaman 18



ah Agung Republik Indonesia

anak Tergugat dan Penggugat. Kadang kala

@rang tua Tergugat, berupa uang dan beras.

an nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu
anak dewasa dikarenakan kasih sayang
kan dengan sejumlah uang dll, Tergugat
untuk apa yang akan menjadi kebutuhan

ataan poin 8);

duduk perkara bagian konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan juga tidak mengajukan

alat bukti saksi ;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang
pada pokoknya tetap dengan tuntutan Penggugat, sebagaimana tersebut

dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;

Selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang
pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut

dalam berita acara sidang tanggal 25 Februari 2019;
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gkat uraian putusan ini baik dalam konvensi
aka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

perkara ini sebagai bagian yang tidak

ANGAN HUKUM

dengan mediator H. Akhmad

dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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dasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.,
dpban mempunyai suatu hak atau suatu
a atau menyangkal hak seseorang lain,
agaan itu”. (KUHperd. 1865; IR. 163.). Oleh
buktikan dalil-dalil permohonannya yang
Termohonpun wajib membuktikan dalil
h dilaksanakan di persidangan;

mohon dalam permohonannya pada pokoknya

4P

‘ menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon
: k tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagi yang disebabkan antara lain Termohon sering pulang ke rumah orang tua
tanpa seijin suami, Termohon sering membohongi suami dan sering melawan
suami, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut sejak tanggal 27 Juni 2018 yang akibatnya antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil

permohonan Pemohon dan menyangkal sebagian dalil yang lain dengan
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Disclaimer

on dalam dupliknya menyatakan tetap
urai dalam duduk perkara;

ohon pada pokoknya mengakui dalil

tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, @ bahwa  Pemohon untuk  menguatkan  dalil
permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat
P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana
tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di
bawah sumpabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama
Pemohon) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten
Klungkung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung,
maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
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ahun 2006 dan perubahan kedua dengan
n 2009 tentang Peradilan Agama, maka

gan relatif Pengadilan Agama Sumbawa

sdrkan bukti P-2, merupakan akta otentik
kah yang isinya menjelaskan tentang
gan Termohon sebagai suami isteri yang
ilai pembuktian sempurna dan mengikat.
Termohon dipandang sebagai pihak yang
ge. ini (persona standi in judicio).

aFberdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
ghon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal
tuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan
Pemohon serta sifatnya sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan
Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah
pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang
Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan juga 2 (dua) orang saksi
yang bernama Saksi 1 Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Saksi 2

Pemohon adalah tetangga Pemohon;
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saksi tersebut adalah berdasarkan

A€k g#Mahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhi
,.1.. materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah
memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima
sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon

khususnya posita Pemohon angka 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan
keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang
telah menikah pada tanggal tanggal 17 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 0029/003/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang dicatat
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ah tangga Pemohon dengan Termohon

sekitar tahun 2018, mulai sering terjadi

sihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
ang kerumah orang tuanya;
2g8elisihan Pemohon dan Termohon yang terus

dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 6

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus
menerus dan terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 (enam)
bulan;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk

didamaikan lagi;
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berketetapan hati untuk bercerai dengan

tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al

() fele fraaa D2 55 MM, 250 43
a ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak,
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
A Perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Jap a antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
nYikai , bagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
I, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena
keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah
tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai
maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga

diadakan;
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bagi suami maupun istri, tetapi dengan
emohon dengan Termohon sebagaimana
elipendapat bahwa rumah tangga seperti itu

&n kemaslahatan, tapi justru hanya akan

dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah
tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan
bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5

Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari
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iapa yang benar serta siapa yang menjadi
an dan pertengkaran, akan tetapi lebih
an bahwa apakah benar rumah tangga
berkara a quo telah terbukti bahwa rumah

dan Termohon adalah sudah pecah

Islam dan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka
talak yang akan dijatuhkan adalah memberi izin kepada Pemohon
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI
Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan
Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa hak asuh (hadhanah)

anak, nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis
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yut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu,
rrmohon dinyatakan sebagai Penggugat
akan sebagai Tergugat rekonvensi;

gat rekonvensi telah mengajukan gugatan
asih berhubungan dengan pokok perkara

ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-
sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang
diajukan terdapat hubungan yang erat (innerlijke samen hangen) dengan
materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., secara
formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan
administrasi Peradilan Agama buku Il edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5)
gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan

gugatan konvensi;
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dfas gugatan balik Penggugat rekonvensi
rekonvensi menyampaikan jawabannya
perkaranya tersebut di atas ;

tahapan proses jawab-menjawab gugat
dan Tergugat rekonvensi belum berhasil
hgugat rekonvensi secara damai, kecuali
adap barang seserahan dan mabhar,
akan menyerahkan kepada Penggugat
hai tuntutan hak asuh (hadhanah) anak,
fkah idah dan mut'ah, masing masing tetap
dlad 2phknya serta tetap pada jawaban dan dupliknya;
"—Q-TSH a pada materi gugatan rekonvensi, Penggugat

ngajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi, sebagaimana

terurai dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak
mengajukan alat bukti apapun terhadap gugatan Penggugat, kecuali yang
telah diajukan pada duduk perkara dalam konvensi, namun jika alat bukti
tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi maka dianggap
menjadi alat bukti dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonvensi
tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi
fakta hukum pada bagian konvensi, di mana sudah menjadi fakta hukum
yang tetap bahwa Tergugat adalah seorang Karyawan Swasta di PT. Sumber

Rejeki Power Pembangkit Sewa PLTD MFO 24 MW, sebagai Operator
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Disclaimer

- Bahwa sejak kelahiran anak pertamanya antara Penggugat

rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak harmonis, mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 (sekitar 6 bulan yang lalu), Penggugat
rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal, namun Tergugat
masih  mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Penggugat
rekonvensi ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat rekonvensi masih
memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan anaknya berupa uang
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beras sekitar 9 kg serta

beberapa pakaian;
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ergugat rekonvensi tetap memberi nafkah

ensi dan anaknya;

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah
iddah dan mut'ah, sepanjang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang
ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat
rekonvensi telah berdasarkan hukum dan telah terbukti secara hukum, maka
karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonvensi
dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada dasarnya
terdapat pada petitum angka 3 sampai dengan angka 8, sebagaimana

terdapat dalam gugatan rekonvensi Penggugat, maka majelis hakim
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Disclaimer

penggugat rekonvensi telah berdasarkan
arat formil suatu gugatan rekonvensi maka
)a untuk dipertimbangkan lebih lanjut,
tersebut dikabulkan seluruhnya majelis

dalam setiap point per point tuntutannya

p gugatan Penggugat angka 3 dan angka
anak yang bernama Argya Afrah Lisandi,
AN, pada dasarnya Tergugat rekonvensi tidak
gfugat rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi
o / ah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi
8 ebut akan diasuh bersama, maka Majelis Hakim

: seorang anak adalah karunia dan amanah Tuhan yang

harus disyukuri, dipelihara dan diasuh dengan baik, pada usia yang masih
baru berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, masih sangat membutuhkan
perhatian dan kasih sayang dari ibunya, dalam rangka melindungi hak si
anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan demikian bahwa ibu yang
mengandung lebih layak dan adil untuk memperoleh hak asuh (hadhanah)
karena di samping memiliki kedekatan dan kasih sayang juga ibunya
(Penggugat rekonvensi) tidak terhalang oleh hukum untuk memikul beban
tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang dipahami dari tujuan Pasal
2 Huruf (b) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan

anak;
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)nvensi sebagai Ayahnya tidak dapat

ikian Penggugat rekonvensi harus tetap
rekonvensi untuk bertemu dan
2but dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan
Brnyata Penggugat rekonvensi yang hingga kini
< yang bernama Anak Pemohon dan Termohontidak
es kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan
berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi
Tergugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ;

Menimbang, bahwa pemegang hak Hadhanah sebelum anak
Mumayiz bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada ibu secara
mutlak dan ayahnya bebas dan lepas dari tanggung jawab sebagai orang
tua, akan tetapi ayahnya tetap memperoleh hak untuk menjumpai,
memberikan cinta dan kasih sayangnya serta perhatian untuk memberikan
bimbingan dan didikan apa yang terbaik untuk anak dimasa depannya,
karenanya ibu tidak boleh menghalangi ayahnya apabila sewaktu-waktu

menghendaki untuk bertemu dengan anaknya;
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Aman 177 yang berbunyi:

vensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan
hingga anak tersebut dewasa, menurut Majelis Hakim karena Tergugat
Rekonvensi bekerja sebagai Operator Karyawan Swasta di PT. Sumber
Rejeki Power dengan penghasilan (take home pay) sebesar Rp 2.024.000,-
(dua juta dua puluh empat ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis
menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi minimal Rp
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut
dewasa (berusia 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan
pembebanan nafkah anak kepada ayahnya, hal ini berdasarkan Pasal 156
huruf (d dan f ), Pasal 105 huruf ¢ dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum

Islam;
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sejak bulan Juni 2018, selama 5 (lima)
batin oleh Tergugat rekonvensi, dan dalil
oleh Tergugat rekonvensi, serta dalam
lah mengakui bahwa selama pisah tempat
ekonvensi masih tetap memberikan nafkah
d ya, walaupun dengan jumlah yang tidak sesuai
uhan Penggugat rekonvensi dan anaknya, yaitu
. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beras seberat
gePerapa pakaian, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh
karena Penggugat rekonvensi selama ini telah menerima nafkah dari
Tergugat rekonvensi, maka alasan Penggugat rekonvensi yang
menerangkan Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat
rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan
Penggugat rekonvensi mengenai nafkah masa lalu atau nafkah madliyah
harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi
pada angka 7 tentang nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebenarnya sebagai konsekwensi yuridis dari

Cerai Talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. Nomor
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2Sember 2003, Hakim karena jabatannya dapat
 ibekas suami untuk bekas isterinya berupa
adanya gugatan rekonvensi, apalagi dalam

ansi telah mengajukan gugatan rekonvensi

pian ini terjadi atas kehendak Tergugat
Jroses persidangan tidak terbukti bahwa
agorikan sebagai istri yang nusyuz, maka

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat

(b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas
isteri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam masa iddah”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
memperhatikan kondisi Tergugat rekonvensi, sesuai dengan standart minimal
kebutuhan sehari-hari, maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan,
nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada
Penggugat rekonvensi sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat

adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, sehingga
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Jftentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-
juncto Pasal 149 huruf (a) “bila perkawinan
ckas suami wajib memberikan mut'ah yang layak
baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri
dukhul“ jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,
bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau
benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an

Surat Al bagaroh ayat 241 yang berbunyi :
0 pmafall Lle Bs " Lop seall, (81 cuillalls
2:2411

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang orang yang bertakwa “ (Q.S. Al bagaroh ayat 241);

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah
halaman 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:
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Ll il sesbogal astall inis

telah disetubuhi yang diceraikan baik
beri mut'ah” ;

m Majelis Hakim mengabulkan dan
h yang harus diberikan oleh Tergugat

ekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu

pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan
pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fighu Al Islamiyyu Wa
Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya: “"Pemberian mut'ah itu agar
istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan
kalau bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk
rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;

- Bahwa secara sosiologis, Termohon / Penggugat rekonvensi selaku
isteri pada prinsipnya si isteri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya
mengingat dalam berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga
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n secara sosiologis bagi isteri sungguh berat

memulai menjalani kehidupan baru;

Kekat dan tujuan pemberian mut'ah adalah

g tersakiti akibat diceraikan oleh suami
yang dilakukannya, seorang isteri telah
dan hancur hatinya si isteri dengan

lagi penyebab terjadinya perceraian lebih

si isteri, maka kesedihan isteri tersebut

besaran mut’ah harus disesuaikan dengan kepatuhan isteri dan kelayakan
dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang bersumber pada
pekerjaan atau penghasilan dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di
atas, maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat rekonvensi, aspek
psikologis dan sosiologis bagi Penggugat rekonvensi maka cukup pantas
dan memenuhi rasa keadilan, menetapkan kepada Pemohon konvensi
/Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat
rekonvensi, dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan

dimuat dalam diktum putusan ini;
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asarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung

konvensi selaku suami kepada Termohon
selaku isteri dan harus diperintahkan

gat rekonvensi untuk membayar nafkah

sidang Pengadilan;

hak atas tabungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka gugatan
Penggugat harus ditolak;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang jumlahnya akan

disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41




Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

dari peraturan perundang-undangan

yjang berkenaan dengan perkara ini;

konvensi (Pemohon) untuk

untuk memberikan kepada

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima

ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, berada
di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi sampai anak
tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz);
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat
rekonvensi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah
anak bernama Anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan
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bah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai
21 tahun);

jat rekonvensi untuk selebihnya;

nvensi / Tergugat rekonvensi membayar
51.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu

Besar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret

§L m rapat permusyawaratan Majelis Hakim
: gan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami

etua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.l. dan

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/

Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Doni Burhan Efendi, S.H.l. Sugianto, S.Ag.
Hakim Anggota,
ttd
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Panitera Pengganti,

ttd
Amiruddin, S.H.

Q0,00
@00,00
.000,00

2B 351.000,00
h satu ribu rupia
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